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Dalam duma hukum perkataan orang (persoon) berart pembawa hak, yailu
vang mempunyar hak dan kewapsban dan disebut juga subjek hukum, dan pada
pnnsipnye hanva manusialah yang dapat menjadi subjek hukum Karena dalam
kehidupan schart-har baik dibidang hukum maupun dalam bidang ckonomi yang
memegang peranan dan persoalan adalah manusia, persoalan hubungan-hubungan
tertentu antar satw manusia dengan manusia lainnya, karena hukum iu ada dan
berkembang bersama-sama masy arakat sebaga: kumpulan manusia, Oleh sebab itu
maka sudah selayaknya, bahwa manusia sajalah yang dapat menjadi subjek hukum.

Subyek hukum terdin dan manusia dan Yadan hukurn baik menurut hukum
maupun dalam pergaulan sehan-hari, masyarakar dalam menenma adanya sesuatu
subjck hukum yang bukan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, sama
sepertt manusia scbagar subjek hukum. Ja mampu mengadakan perhuitan-perbuatan
hukumi, seperti | membuat suatu perjanjian jual-beli dan lam sebagainya

Badan hukum sebagai subjek hukum artinya badan hukum juga dapat menjadi
phak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata badan hukum itu selalu diwakali |

dan vang mewak:linya adalah organ yang berhak untuk 1itu menurut undang-undang
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atau angparan dasamya baik sebagai penggugat maupun sebagal {crgugat (pasal 1655
KUHPecrda1).

Perseroan tecbiatas adaiah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan liukum
i tidak discbut sebaga: persekutuan tclapi perseroan, sebab modal perscroan ini
teeditt dari scro-sero atau saham-saham di mana tanggung jawab para persero terbatas
pada jumlah nomma! saham yang dimitikinya. Sehmpga kekayaan perseroan ini
terpisah dar kekayaan pribadt. Persero atau anggotanya (pasal 40 KUHD),

Mengenai peeseroan i KUHD hanya mengatur dengan peratuian yanp sangat
sedcrhana, khususnya buku ke - 111 yaitu sekitar 20 pasal terdiri dari pasal 36 s/d
passl 56 vang merupakan permasalahan dalam pasal ini adalah - bilakah suatu
perseroan terbatas menjadi badan hukum, karcna satupun diantara pasal tersebut tidak
ada dinyatakan secara icgas bahwa pesseroan terbatas adalah badan hukum,

Hal tersebut @i atas perlu untuk diketahui dalam hal menentukan kepada
siapakah suatu gugatan perdata dityjukan dalam suatu pesseroan terbatas tdak
melaksanakan kewajiban dalam suatu perhubungan hukwn karena dengan tidak
welasnya prthak yang digugatr dapat mcngakibatkan gugatan iidak dapat diteriina vang
sckaligus hal int dapat mcnimbuikan kerugian baik pibak ketiga yang mengadakan
suatu lhubungan hukuin dengan suatu perseroan terbatas,

Untuk mengetahw kepada siapakah gugatan dijujukan dalam hal menggugat
persercan terbatas penulis t¢lah melakukan penelitian lapangan dengan teknik
mierview scrla mempelajari suatu kasus secara miensif berspa putusan pengadilan

negeri Medan, sebagai hasil dari studi kasus yang dilakukan, maka dapat diambil
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kesimpulan : bahwa jika suatu sengketa (ércatat atas nama PT Maka pugatan
ditujukan tcrhadap PT. sebagar tergugat. Juga berdasarkan mterview © suatu PT
menjadi badan hukuin, jika akta pendirian PT. tersebut telah memperoleh pengesahan
dan Menteri Kehakiman, sedamgkan syarat yang diatur dalam pasal 38 KUHID bukan
merupakan syarat pokok

Berdasarkan penchtian kepustakaan penis mengambil kesimpuian : untuk
memperoleh siatus badan hukum, para pengumus suatu PY. harus memenuh
kewajibannya seperti ditentukan dalam pasal 38 KUHD

Ban hasil penelitian lapangan dan kepustakaan : terhadap kapan suatu PT
memperoleh status badan hukum belum ada kesatuan pendapat (kescpakutan), artinya

bahwa teori dan prakiek belum sejalan,
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